BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN KUTAI BARAT

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

1.

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tentang Dana Kampung Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, bupati menetapkan rincian Dana Kampung
untuk setiap Kampung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kutai Barat tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Kutai
Barat Tahun Anggaran 2017.

Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN KUTAI
BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 9
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung
Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita
daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 9),
diubah sebagai berikut:

1. Pasal 12 diubah sehinggah berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Kepala kampung menyampaikan laporan realisasi

penyerapan dan capaian output dana Kampung
setiap Tahap penyaluran kepada bupati.



Perbu-Kubar/180/2017

2.

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Kampung ssebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :

a. Laporan realisasi penyerapan Dana Kampung
dan capaian output  tahun anggaran
sebelumnya; dan

b. Laporan realisasi penyerapan Dana Kampung
dan capaian output tahap I.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari
tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat
tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output
setelah batas waktu penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Kampung dapat menyampaikan
pemutakhiran capaian output kepada bupati
untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data
pada aplikasi.

Bupati dapat mendorong proses percepatan
penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan berkoordinasi dengan Kepala Kampung.

Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 13

Bupati menunda penyaluran Dana Kampung,
dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKD tahun
anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga
puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8; dan/atau

c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas
fungsional daerah.

Penundaan penyaluran Dana Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung
tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa
Dana Kampung di RKD tahun anggaran
sebelumnya.
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3.

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKD tahun
anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah
Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap
I, penyaluran Dana Kampung tahap [ tidak
dilakukan.

Dalam hal sampai pada minggu pertama bulan
juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung
di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran
Dana Dana Kampung yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan
dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.

Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak
disalurkan sebagaimana pada ayat (3) dan ayat
(4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran
DAK fisik dan Dana Kampung.

Dana Kampung yang tidak  disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat
disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ disampaikan oleh apparat pengawas
fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan
/atau penggunaan Dana Kampung.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dismpaikan kepada bupati dengan tembusan
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu
tahapan penyaluran.

Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 14

Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung
yang ditunda dalam hal :

a. Dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(1) huruf a telah diterima;

b. Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran
sebelumnya kurang dari atau sama dengan
30%; dan

c. Terdapat wusulan dari apparat pengawas
fungsional daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana
Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana
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(6)

)

Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan
menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.

Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Kampung.

Bupati memberitahukan kepada Kepala
Kampung yang bersangkutan mengenai Dana
Kampungyang ditunda penyaluranya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBKam tahun anggaran berikutnya.

Bupati menganggarkan kembali sisa Dana
Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal sisa Dana Kampung di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan
akhir bulan februari tahun anggaran berjalan,
sisa Dana Kampung tersebut diperhitungkan
sebagai pengurang dalam penyaluran Dana
Kampung tahap I dari RKUN ke RKUD tahun
anggaran berjalan.

Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli
tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Kampung
tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DK
Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana
Kampung tahap I dari bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA
Penaluran Fisik dan Dana Kampung menalurkan
sisa Dana Kampung tahap [ yang belum
disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli
tahun anggaran berjalan.

Dalam hal bupati tidak menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Kampung
tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sisa
Dana Kampung tahap I yang belum disalurkan
dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi
Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.



4. Diantar Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 14a sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14a

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana
Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi
penundaan penyaluran Dana Kampung
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1)
huruf b, masih tedapat sisa Dana Kampung di
RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran
berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana
Kampung sebagaimana pada ayat (1) Kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Kampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 18 Desember 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd
FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd
YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 47.

Perbu-Kubar/180/2017



